
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedomao Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Mcnteri DaJam Negcri Nomor 59 Tabun 2007 
ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor J 3 
Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
berdasa_rkan Pe.-raruran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuaogao Daerah perlu dibuat 
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan 
Sosial; 

b. bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud dalarn 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolaogun; 

1. Undang·Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, iu>hupaten Tebo, J<abupaten Muaro Jambi, 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 1999 Nomor 182, Tambahan Lernbaran Negara 
Rcpublik lndoneeie Nomor 3903) scbagaimana tclah diubab dcngan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupatcn Muaro Jambi 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3969); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tcntang Pcrbcndaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor JO Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undaog-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaao 
Pcngelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lcmbaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana tetah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
{Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan 
Keuangan antara Pernerintah Pusac dan Pemerintab Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambaban Lembaran Negara Rcpublilc Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraruran Pemerintab Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pcmerintab (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2005 Nomor 49. Tambahan lembaran negara Republilc 
Indonesia Nomor 4503); 

10.Peraturan Pemerintab Nomor 38 Tabun 2007 tcntang Pcmbagian 
Urusan Pemerintahan Ant.ara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734); 

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari APBD; 

12.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2005 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tabun 2005 
Nomor 2 Seri E Nomor !); 

13.Peracuran Daerah Kabupacen Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 
tcntang Susunan Organisasi dan Tat.a Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupatcn Sarolangun 
Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraruran Daerah Kabupacen Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 
tcntang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun 
Nomor 03 Tabun 2008 temang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kabupacen Sarolangun (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 07); 

14.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2012 
tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerab 
Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 01); 
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Dalam Peraruran ini yang dimaksud dcngan : 
1. Pemerintah Daerah ada)ah Bupati dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintah Daerah. 
2. KepaJa selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sarolangun. 
3. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun. 
4. Desa adalah kesaruan masyarakat hukuro yang memiliki batas 

batas wilayah yang bcrwcnang untuk mengatur dan mcngurus 
kepentingan masyarakar setempat bcrdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesaruan Republik Indonesia. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah 
yang dibahas dan disetujui bersarna oleh pemerintab daerah dan 
DPRD dan ditetapkan dcngan peraturan dacrah. 

6. Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang setanjutoya disingkat SKPO 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuaogan Oaerah yang seJanjutnya SKPKO 
adalah perangkat daerah pa.da pemerin tab daerah selaku pengguna 
anggaran/ peogguna barang yang juga melaksaoakan pengelolaan 
keuangan daerah. 

8. Pejabat Pcngelola Keuangan Dearah yang sclanjutnya disingkat 
PPKO adalah kepala satuan kerja pengeloJa keuangan daerah yang 
selanjutnya mempunyai rugas melaksanakan pengelolaan APBD 
dan bcrtindak sebagai bcndahara umum dacrah. 

9. Bendahara Umum Daerah yang sclanjutnya disiogkat BUD adalah 
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum 
daerah. 

I O.Pengguna Anggaran adaJah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran unruk melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi SKPD yang dipimpinoya 

I l.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewcnangan pengguna 
barang milik daerah. 

12.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat kuasa 
BUD adalah pejabat yang dibcri kuasa untuk melaksanakan 
sebagian rugas bendahara umum daerah. 

13.Kuasa Pcngguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalarn 
me.laksanakan sebagian rugas dan fungsi SKPD. 

14.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat 
PPK-SKPD adalah pejabat yang mc.laksanakan fungsi tata usaha 
kcuangan pada SKPD. 

15.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
mcnerima, menyimpan. membayarkan, menatausahakan dan 
mempettanngungjawabkan uang unruk kcperluan bclanja daerah 
dalaro rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

BAB I 
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16.Unit Kerja adalab bagian SKPD yan_g melaksanakan satu atau 
beberapa program. 

17.Program adalah pcojabaran kebijakan SKPD dalam benruk upaya 
yang berisi satu atau lebih kegiatan dcngan menggunakan sumber 
daya yang disediakan untuk mencapai basil yang terukur sesuai 
dengan misi SKPO. 

18.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian 
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan 
tindakan pcngcraban sumbcr daya baik yang berupa personal 
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan 
tcknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis 
sumber daya tersebut sebagai masukao (input) untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

19.Sasaran (target] adalah basil yang diharapkan dari suatu program 
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

20.Keluaran (output) adalab barang dan jasa yang dihasilkan oleb 
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaiao 
sasara.n dan rujuan program dankebijakan. 

21.Hasil (outcome) adalab segaJa sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan·kegiatan dalam satu program. 

22.Kas Umum Oaerab adalab tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditcntukan oleb Bupati untuk menampung selurub pcncrimaan 
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daera.h. 

23.Rekcning Kas Umum Daerah adalah rckcning lcmpat penyimpanan 
uang daera.h yang ditencuka.n oleh Bupati untuk menampung 
seluruh pcncrimaan dacrah dan digunakan untuk membayar 
seluruh pengeluaran daerab pada bank yang ditetapkan. 

24.Belanja Daerab adalab kewajibao pemerintab daerab yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

25.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPO adalah 
dokumen yang menyarakan tersedianya dana unruk melaksanakan 
kegiatan scbagai dasar penerbitan SPP. 

26.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 
adalah dokumen yang diterbilkan oleh pejabat yang 
bertanggungjawab alas pelaksanaan kegiatan/beodabara 
pengeluaran untuk meoga.jukan permintaan pembayaran. 

27 .Surat Perin tab Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumcn yang digunakan/ditcrbitkan oleh pengguna 
anggaran/ lruasa pengguna anggaran unruk pencrbitan SP2D alas 
beban pengeluaran OPA-SKPO. 

28.Surat Perintah Mcmbayar Langsung yang selanjumya disingkat 
SPM-LS adalah dokumen yang ditcrbitkan oleb pengguna 
anggaran/kuasa pcngguna anggaran untuk penerbitan SP20 atas 
beban pengeluaran DPA-SKPO kepada pibak ketiga. 

29.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP20 
adalah dokumcn yang digunakan sebagai dasar pencairan dana 
yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 

( 
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Kriteria Bantuan Sosial : 

a. Kernendesakan dan penyelesa.ian roasalah yang dihadapi (phasing 
out}. 

b. Kepentiogan langsung bagi masyarakat dan lembaga. 
c. Bantuan dimaksud dapat menumbuhkan peran serra masyarakat 

atau menjadi inisiati.f peran serta masyarakaL 
d. Bantuan Pcncliclikan diberikan kepada Pencliclikan Negeri dan 

Swasta (TK, SD,SLTP,SMU/SMl<) 
e. Bantuan yang bersifat fisik. agar clioptimalkan penggunaannya 

hanya untuk pembangunan fisik, sedangkan biaya persiapan, 
perencanaan, pengawasan dan pajak menjadi tanggungjawab 
penerima Bantuan. 

Paaa15 

Penerima Ban tuan Sosial adalah : 
a, Kelompok Masyarakat 
b. Pimpinan Lembaga Pendidikan/Keagamaan 
c. Komite Sekolah/Komite Pendidikan 
d. Pirnpinan Yayasan dan LSM 

e. Perseorangan 

Paaal 4 

Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang (dana transfer) 
dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda 
terima uang berikut peruntukan peoggunaanoya. Sedangkan 
pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang, pengadaannya 
dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, Dalam penyerahannya kepada penerima 
banruan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang. 

Pual3 ,· 

I. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan 
dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada 
kelompok/anggota masyarakat, 

2. Bantuan Sosial dapat cliberikan dalam bentuk uang, barang dan 
jasa scbagai bcrikut 

a. Bantuan Sosial dalam bentuk uang clianggarkan oleh PPKD 
dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui 
transfer dana kepada penerima banruan. 

b. Bantuan Sosial dalam bentuk barang clianggarkan dalam bentuk 
program dan kegiatan oleh SKPO dalam kelompok belanja 
langsung. Proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh 
SKPD scsuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
selanjutnya hasilnya diserahkan kepada pencrima bantuan 
melalui peoyerahan asset oleh pemerintah daerah. 

Pual2 
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1. SKPD perencana banruao menyusun jadwal kcgiatan 
penyaluran dana dan mcmbcritahukan kcpada penerima 
mengenai kelengkapan persyaratan pencairan dana 

2. Penerima bantuan mengajukan pennohonan pencairan daoa 
kepada Bupati yang diketabui oleh Kepala Desa/ Kepala 
Kelurahan, camat, Kepala Bagian Sosial dan Unit Kerja SKPD 
tcrkait dilampiri : 

a. Proposal beserta kelengkapan administrasinya (termasuk 
RAB dan Gambar) yang diketabui Dinas Pekerjaan Umu.m; 

b. Renca.na penggunaan baotuao; 
c. Kwitansi bennaterai cukup; 
d. Foto copy buku rckening bank pada PT. Bank Jambi atas 

nama pencrima bantuan; 

c. Foto copy Kartu Penduduk penerima bantuan; 
f. Surat pemyataan yang menyatakan bahwa bantuan yang 

akan d.iterima d.ipergunakan untuk keperluan sesuai 
dengan pangajuan renca.na penggunaan, bermeterai Rp. 
6000,- (Enam ribu rupiah); 

g. Kelengkapan Administrasi lainnya. 
3. Kepala SKPKD penyedia anggaran memerintahkan 

Bendahara Pengeluaran mem buat Surat Permintaan 
Pcmbayaran Langsung (SPP-LS), Pejabat Penatausahaan 
Keuangan (PPK), meneliti kelengkapan, persyaraian 
administrasi sesuai deogan ketentuan yang berlaku. Setelah 
dinyatakan Jengkap baru diajukan k:epada Pengguna 
Anggaran untuk mendapat persetujuan. 

4. SPP-LS beserta kclengkapan administrasi setelab diteliti oleh 
PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku d.ibuat SPM 
d.iajukan kepada Pengguna Anggaran untuk d.itandatangani. 

5. SPP-LS lembar ketiga dan SPM yang sudah d.itandatangani 
oleh Pengguna Anggaran dikirim kepada Kuasa BUD (Bidang 
Belanja pada DPPKAD) untuk diterbitkan SP2D. 

6. Kuasa BUD/Bank Jambi cabang Sarolangun mentransfer 
dana dari rekening Kas Umum daerah ke rekening penerima 
Banruan 

r 

a. Belanja bantuan yang bersifat non fisik, yairu : 

Prosedur Pennohonan dan Pencairan Belanja Sosial : 

Pual6 

C. Banruao untuk pembangunao gedung dilaksanakan diatas lahan 
milik sendiri, yang d.itujukan dengan lampiran setifikat tanah. 

g. Sincrgisit:as dcngan Visi, Misi Bupati periode 2011 - 2016 serta 
tidak bersifat mengambil alih tanggungjawab (take over of 
respon.sifhility). 

h. Belum menerima bantuan dari Dinas/lnstansi lain/sumber lain 
dan tidak dalam merencanakan memperoleh bantuan serupa 
pada tahun berjalan 

1. Menunjang program prioritas nasional. 
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b. Belanja Bantuan yang bersifat fisik, yaitu : 
1. Penerima bibah mengajukan permohonan pencairan dana 

kepada Bupari yang diketahui oleh Kepala unit Kerja SKPD 
terkait dilampiri : 
a. Proposal beserta kelengkapan administrasinya (termasuk 

RAB dan Gambar) yang diketahui Dinas Pekcrjaan Umum; 

b. Rcneana penggunaan Bantuan; 
c. Kwitansi bermaterai cukup; 
d. Foto Copy buku rckening bank Pf. Bank Jambi atas nama 

penerima Bantuan; 
e. Foto Copy Karro Penduduk penerirna Bantuan; 
I, Surat Penyataan yang menyatakan bahwa bantuan yang 

akan clitcrima clipcrgunakan untuk keperluan sesuai 
dengan pangajuan rencana penggunaan, bermaterai Rp. 
6000, · (Enam ribu rupiah). 

g. Kelcngkapan administrasi lainnya; 
2. Kepala SKPKD penyedia anggaran memerintahkan 

Bendahara Pengcluarao mcmbuat Surat Permintaan 
Pembayaran Lang.sung (SPP-LSj. Pejabat Pentausahaan 
Keuangan (PPK) meneliti kclengkapan, persyaratan 
administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Setelah 
dinyatakan lengkap baru cliajukan kepada Pengguna 
Anggaran untuk mendapat persetujuan. 

3. SPP-LS beserta kelengkapan administrasi setelah diteliti oleh 
PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibuat SPM, 
dtajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. 

4. SPP-LS lcmbar kctiga dan SPM yang sudah ditandatangani 
oleh Pengguna Anggaran dikirim kepada Kuasa BUD (Bidang 
Belanja pada DPPKAD) untuk diterbitkan SP20. 

Pasa1 7 

7. Setiap Pencairao rekening penerima banruan harus diketahui 
kepala Dcsa/kepala Kclurahan, camat yang bersangkutan. 
Kcpala Desa/Kepala Kelurahan dan Camat ikut 
bertanggungjawab atas penyampaian bantuan kepada 
masing-masing yang berhak. 

8. Penerima bantuan bcrtanggungjawab pcnuh terhadap 
pelaksanaan bantuan keuangan, baik administrasi dan 
keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 

9. Penerima banruan berkewajiban menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan 
tersebut kepada Bupati dengan tcmbusan kcpada DPPKAD, 
lnspcktorat setelah dilaksanakan sesuai dengan rencana, 

10. Kepala Dcsa/Kepala Kelurahan, Camat, Kepala Bagian Sosial 
dan unit kerja Kepala SKPD serta SKPD terkait mengadakan 
monitoring dan evaluasi lentang pclaksanaan bantuan sosiaL 

11. OaJam ha! belanja banruan sosial yang bersifat umum dalam 
proses pencairan, proposal pencrima bantuan diajukan 
kepada Bupati/wakil bupati unruk mendapat perserujuan 

(lfJNIIT l'fRAIIJIIMI BUPUI) 
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Pada saat peraturan ini ditetapkan, semua peraturan Bupati yang berkaitan dengan 
pengelolaan beJanja bantuan hlhah sepanjang belum ,lig.-1nti dan ,;c1 .. k hr1 tr-ot.rtuu.-m 
dengan peraruran ini dinyatakan tetap bcrlaku. 

Pasal 9 

Pencairan dana bantuan kepada perseorangan apabila secara teknis mengalami 
kesulitan untuk membuka rekening bank dengan pcrtimbangan dornisili, jumlah 
bantuan, kondisi sosisl ekonomi yang terbatas, dapat dieairkan melalui rekening 
bcndahara pengcluaran dengan mckanisme SPP- TU {TU Bendahara Pengeluaran Pos 
Bancuan). 
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5. Penerima bantuan mengambil SP2D [Bidang Belanja pada 
DPPKAD) dengan mcnyerahkan foto copy KTP satu lembar 
dan foto copy rekening bank. 

6. SP2D dicairkan ke rekening penerima bantuan yang 
bersanglrutan pada Pr. Bank Jambi cabang Sarolangun. 

7. Setiap pencairan rekening penerima bancuan barns diketahui 
kepala desa/kepala kelurahan, camat yang bersangkutan. 
Kepala Desa/kepala Kelurahan dan Carnat ikut 
bertanggungjawab atas penyampaian bantuan kepada 
masing-masing yang berhak 

8. Penerima bantuan bertanggungjawab penuh terhadap 
pelaksanaan bantuan keuangan, baik administrasi dan 
keuangan sesuai dengan dana yang ditcrima dan surat 
pertanggungjawabannya disampaikan paling lambat tanggal 
10 januari 2013. 

8. Pcnerima bancuan berkcwajiban menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan 
tersebut kepada Bupati dcngan tembusan kcpada DPPKAD, 
lnspektorat setelah dilaksana.kan sesuai dengan rencana. 

9. Kepala Desa/Kepa!a Kepala Bagian Sosial dan unit kerja 
Kepala SKPD serta SKPD terkait mengadakan monitoring dan 
evaluasi tentang pelaksanaan bancuan sosial, 
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~ BBRITA DAERAH KABUPATBN SAROLANGUN TAHUN 2012 NOMOR .. 'fj. 

Diundangkan di : Sarolangun 
Pad a tanggal : ~ J"'t~"'' 2012 

SEKRETARIS DAERAR 
KABUPATEi'II SAROLANGUN, 

H.CEKENDRA 

TEI.AH DI TE1JTI IIEBENARA.NNYA 

!10~.~r~ TG' 
/ , 

/ 
/ 

\<(\.~- 

NIP, ,aw,9'-{ tq(il~ \ «• NIP. I 

Ditetapkan di Sarolangun 
pada tanggal J,, Ja,uq,( 20 I 2 

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal I Januari 2012 s/d 31 
Desember 20 I 2. Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pcngundangan 
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten 
Sarolangun. 
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